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a. bahwa lembaga penyiaran publik merupakan media 

massa yang mempunyai peran penting dalam 

kchidupan sosial, budaya, polilik, dan ekonomi yang 

memiliki kcbebasan dan tanggung jawab dalam 
menjalankan fungsinya sebagai media informasi, 
pendidikan, hiburan, scrta kontrol dan perekat sosial; 

b, bahwa dalam upaya mcningkatkan peran media 

komunikasi massa pertu di benruk lcmbaga penyiaran 
publik di Kabupaten Sarolangun; 

c. bahwa pembentukan lcmbaga penyiaran publik 
berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Peoyiaran dan Ketentuan 

Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2005 tentang Penyelenggaraan Pcnyiaran Lembaga 

Penyiaran Publik; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, buruf b dao huruf c, perlu 
menetapkao PeratUran Daerah tenrang Lembaga 

Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pesona Sarolangun; 

BUPATI SAROLANOUN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

LEMBAGA PENYIARAN PUBUK LOKAL RADIO 
$UARAPES0NASAROLANGUN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROI.ANGUN 
NO MOR 5 TAHUN 2017 

TENTANG 

BUPATI SAROL.<\NGUN 

PROVINSI JAMBJ 

Menimbang 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lodooesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah tera.khir deogan Undang- 

ten tang 
Republik 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara 

l. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembahan 
Negara republik Indonesia Nomor 3881); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3887); 

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jarobi dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Jndonesia 
Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah 
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 

Tambahan Lembaran Negara Republil< Indonesia Nomor 
3969); 

5. Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4252); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publil< (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2009 Nomor 112, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

Mengingat 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam peraruran Oaerah ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun I 945. 

PERATURAN DAERAR TENTANG LEMBAGA PENYIARAN 

PUBLIK LOKAL RADIO SUARA PESONA SAROLANGUN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

DEWAN PERWAKIUN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 
dan 

BUPATI SAROLANGUN 

Dengan Persetujuan Bersama 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014· tentang 

Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggara Penyiaran Publik (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 

9. Pcraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang 
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4486); 
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3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerab yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adaJah Bupati Sarolangun. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerab yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sek.reta.ris Daerah Kabupaten Sarolangun. 
7. Komisi Penyiaran Indonesia selanjumya di sebut KPI adalah Lembaga 

Negara yang bersifat lndependen yang ada di pusat dan daerah, yang 
tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang sebagai wujud 

peran serta masyarkat di bidang pcnyiaran. 
8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPTD 

adalab Lembaga Negara yang bersifat indcpenden yang ada di dacrah, 
sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas 
dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 
Tentang Penyiaran. 

9. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara. penyiaran, baik lembaga 
penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran 
komunitas, maupun lcmbaga penyiaran berlangganan yang dalam 
melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

10. Lembaga Penyiaran Publik adalab lembaga penyiaran yang berbentuk 
badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen netral, 
tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan 
masyarakaL 

11. Lcmbaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran radio yang 
berbentuk badan bukum yang didirikan oleb Pemerintab Daerab, 
menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi, bersifat 

indcpcnden, nctral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan 
untuk kepentingan masyarakat. 

12. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang 
menyaJurkan gagasan dan informasi dalam benwk suara secara umum 
dan terbuka, berupa program yang teratrur dan berim.bang yang di 
salurkan melaJui peralatan pemancar radio. 
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13. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana 
pemancaran cl.an/ atau sarana transmisi di darat, di taut, atau di 
antariksa dengan menggunakan spectru.m frekwensi radio melalui udara, 
kabel, dan/ atau media lainya untuk: dapat diterima secara serentak dan 
bersama oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran, 

14. Siaran Radio adalah pesan atau rangkaian pesan yang berbentuk suara 
yang dapat di rerima melalui pera.ngkat penerima siaran, 

l S. Siaran Iklan layanan masyarakat adalah siaran ilclan non komersil yang 
di siarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan mcmperkenalkan, 
mcmasyarakalkan, dan atau mempromosi.kan gagasan anjuran atau 
pesan-pesan lainya kepada masyarakat unwk mempengaruhi khalayak 
agar berbuat dan/ atau bertingkah laku sesuai dengao pesan iklan 
terse but. 

16. Siara.n lklan adalah siara.n infonnasi yang bersifat komersil dan layaoao 
masyarakat tcntang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat di 
manfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kcpada lembaga 
penyiaran. 

17. Lcmbaga Pcnyiaran Publik Lokal Radio Suara Pcsona Daerah Ka bu paten 
Sarolangun yang selanjutnya di sebur LPPL RSP Sarolangun adalah 
lembaga penyiara.n Publik lokal yang menyelenggarakan penyiaran radio 
berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten 

Sarolangun. 
18. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas kmbaga penyiaran Publik 

lokal RSP Sarolangun yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, 
dan unsur lembaga penyiaran publik lokal Sarolangun yang menjalankan 
tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL RSP Sarolangun. 

19. Dewan Direktur adalah direktur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal 
RSP Sarolangun yang bertanggung jawab atas segala pengelolaan LPPL 
RSP Sarolangun. 

20. Pegawai adalah pegawai lembaga peoyiarao publik lokal RSP Sarolangun. 
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(1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sarolangun mempunyai tugas 

menyelenggarkan penyiaran radio untuk kepentingan seluruh lapisan 
masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah daerah sekitarnya 
bedasarkan perundang-undangan yang berlalru. 

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana di maksud pada ayat (1) LPPL 
RSP Sarolangun roempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program siaran di 

bidang penyiaran; 

Pasal e 

TUGAS DAN FIJNGSI 

BABIV 

[l) Lernbaga Penyiaran Publik Lokal RSP Sarolangun secara kelembagaan 
dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan dan meningkatkan 
pelayanan umum kepada masyarakar dengan menyelenggaraka.n 
kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, nerral, tidak komersil, 
dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyaraka.t. 

(2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal RSP Sarolangun bertujuan menyajikan 
program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat 
yang beriman dan bertaqwa, cerdas, dan memperkulrub integritas 
nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, adil, demokratis, 
dan sejahtera. 

BAB Ill 

MAKSUD DAN TWUAN 

Pasal 3 

BABU 

BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN 

Pasal 2 

( I) Lembaga Penyiaran Publik Lokal RSP Sarolangun adalah jasa Penyiaran 
media rnassa radio berbentuk Sadan Hulrum. 

(2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bemama Radio Suara Pcsona Sarolangun juga di singkat LPPL RSP 
Sarolangun. 
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a. Pelindung; 
b. Penasehat; 
c. Dewan Pengawas; 
d. Dewan Direksi, terdiri dari: 

1. Direktur Utama; 
2. Bi dang Keuangan; 
3. Bidang Program Siaran dan Dokumentasi; 
4. Bidang Pengcmbang Usaha; 
5. Bidang Teknisi; 

(2) Pelindung adalah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a. 
bertanggung jawab melindungi atas segala penyelenggara penyiaran. 

(3) Penasebat adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b, 
bertanggung jawab membina serta penasehat umum atas penyelenggara 
penyiaran. 

(4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, 
bertanggung jawab kepada Bupati. 

(1) Susunan Organisasi LPPL RSP Sarolangun, terdiri dari: 

Pasal 6 

Susunan Organisasi 

ORGANISASI 

BABVI 

BABV 

PERIZINAN 

Pasal 5 

Unruk menyelenggarakan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal RSP 
Sarolangun wajib mcndapatkan IZlD penyclcnggaraan pcnyiaran dan 

mengajukan permohonan kcpada instansi yang berwenang sesuai dengan 
peraturan perundangan. 

b. pelaksanaan siaran pemberitaan, reportase, dan siaran pelayanan 
publik, serta dokumentasi; 

c, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan peralatan penyiaran radio; 
d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi serta kerjasama dengan 

lembaga lain di bidang penyiaran radio;dan 

e. pelaksanaan tugas tugas lain yang di berikan Bupati. 
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( I) Jsi siaran wajib rnengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat 
untuk pembentukan intelcktualitas, watak, moral, kemajuan daerah, 
kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan 
nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. 

(2) lsi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada 
khalayak khusus, yaitu anak-anak dan rcmaja, dengan menyiarkan mata 

acara pada waktu yang tepat dan Jembaga penyiaran wajib 
mencantumkan dan/atau menyebutkan klarifikasi khalayak sesuai 
dengan isi siaran. 

(3) lsi siaran wajib dijaga netralisasi dan tidak boleh mengutamakan 
kepentingan golongan tertentu, 

(4) lsi siaran dilarang: 
a. besifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan /bohong; 
b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan 

narkotika dan obat tcrlarang; dan 
c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. 

(5) lsi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan melecehkan dan/atau 
mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau 
merusak hubungan lntemasional. 

BAB Vil 

PELAKSANAAN SI.ARAN 

Bagian Kcsatu 

Pasal 7 

(5) Direktur sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d, berada di bawah 
dan bertangguang jawab Jangsung kepada Dewan Pcngawas dan Pimpinan 
Kepala Bidang. 

(6) Para KepaJa Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 
2, angka3, angka 4 dan angka 5, berada di bawah dan bertanggungjawab 
Jangsung kepada Direktur serta piropinan pegawai pelaksana yang berada 
di bawah, 

(7) Perubahan susunan organisasi LPPL RSPD akan ditetapkan dengan 
Peraruran Bupati dengan memperllatikan usulan Direktur, 

(8) Ketentuan lebih Janjut mengenai tugas pokok, fungsi dan tata kcrja serta 
Kode Etik dari Organisasi LPPL RSP Sarolangun sebagaimana dimaksud 
pada ayat (!) diatur dengan Peraturan Bupa.ti 
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( 1) Siaran iklan terdiri atas siaran. 
(2) Siaran iklan wajib menaati asas dan peraturan yang berlaku. 

Pasal 12 

Bagian keempat 

Siaran ll<lan 

Antar Lembaga penyiaran dapat bekcrja sama melakukan siaran bersama 
sepanjang siaran dimaksud tidak mengarab pada monopoli infonnasi dan 
pembentukan opini. 

PasaJ 11 

Bagian ketiga 
Relay dan Siaran Bersama 

Pasal 10 

(!) Lembaga penyiaran dapat melakukan relay siaran l.embaga Penyiaran lain, 
baik lembaga penyiaran da!am negcri maupun dari lembaga penyiaran luar 
negeri. 

(2) Relay siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasaJ dari 
dalam negeri maupun dari luar negeri, dibatasL 

(3) Khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari luar negeri, 
durasi, jenis dan jumlah ma.ta ac.aranya di batasi, 

(4) Lembaga penyiaran dapat melakukan relay siaran lembaga penyiaran lain 
secara tidak tctap atas mata acara tcrtcntu yang bersifat nasional, 
internasional dan/atau mata acara pilihan. 

(!) Bahasa daerah dapat di gun.akan sebagai bahasa pengarur dalarn 
penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan apabila diperlukan 
untuk mendukung mata acara tertentu. 

(2) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai 
dengan keperluan suatu mata acara siaran. 

Pasal 9 

Bahasa. pengatur utama dalam penyelenggaraan program siaran harus bahasa 
Indonesia yang baik dan benar, 

Bagian Kedua 

Bahasa Siaran 

Pasal 8 
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Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kcgiatan jurnalistik media 

elektronik tunduk kepada kodc ctik jurnalistik dan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

PasaJ 14 

Bagian keenam 

Kegiatan Jumalistik 

Dewan Dircksi berhak meneliti, mcnycnsor, mempcrbaiki dan membatalkan 
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

PasaJ 13 

Bagian kelima 
Sensor Isi Siaran 

(3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan : 
a. promosi yang dihubungkan dcngan ajaran suatu agama, ideologi, 

pribadi, dan/atau kelompok yang menyingguog perasaan dan/atau 
merendahkan martabat agama lain; 

b. promosi minuman keras atau sejen.isnya dan bahan atau zat adiktif; 

c. hat-ha! yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai 

nilai agama:dan/ a tau 
d. eksploritas anak di bawah umur 18 tahun. 

(4) Materi ikJan yang di sarankan melalui lembaga penyiaran wajib 

memenuhi persyaratan yang di keluarkan KPI. 
(5) Siaran iklan niaga yang disiarkan mcnjadi tanggung jawab lembaga 

penyiaran. 
{6) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara anak-anak wajib 

mengikuti standar siaran untuk anak-anak. 
(7) Lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan layanan masyarakat, 

(8) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% dari seluruh walctu siaran 
sedangkan waktu siaran ikJan layanan masyarakat paling sedikit 30 % 

dari waktu siaran iklanya. 

(9) Besarnya tarif jasa pemasangan ikJan ditctapkan dcngan kcputusan 
dewan pengawas Lcmbaga Penyiaran Publik Lokal RSP Sarolangun. 

( 1 OJ Matcri siaran ikJan wajib mcnggunakan sumbar daya dalam negeri. 
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Pasal 17 

Dewan Direksi memiiliki tugas menyelcnggarakan urusan sebagai berikut: 
a. administrasi/ketataus.haan; 
b. kepegawaian; 
c. keuangan; 
d. perlengkapan; 
e. peralatan siaran teknis; 

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut: 
a. menjaga program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun; 
b. mengangkat dan memberentikan karyawan Lembaga Pcnyiaran Publik 

Lokal RSP Sarolangun atas persetujuan Dewan Pengawas; 
c. menetapkan kebija.kan operasional untuk kemajuan Lembaga Penyiaran 

Publik Lokal RSP Sarolangun;dan 
d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan Lcmbaga 

Penyiarana Publik Lokal RSP Sarolangun sesuai peraturan Perundang­ 
Undangan yang berlaku. 

DEWAN D!REKSI 

Pasal 16 

BABIX 

Dewan Pengawas memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: 
a. mengawasi kinerja dewan direksi; 

b. mengawasJ siaran; 

c. menjamin bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal RSP Sarolangun tetap 
berorientasi pada pub\ik; 

d. menampung aspirasi, kritik keluban masyarakat unruk selanjutnya di 
sampaikan kepada dewan dircksi; dan 

e. merninta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai 
siaran/acara lembaga penyiaran publik Jokal RSP Sarolangun. 

BABVIll 

DEWAN PENGAWAS 

Pasal 15 
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( 1) Sumber pembiyayaan Leml)Qga Peoyiaran Poblik Lokal RSP Sarolangun 

berasal: 
a. APBD; 
b. Inisiatif masyarakat; 
c, Sia.ran iklan; dan 
d. Usaha lain yang sah terkait dengan penyeleoggaraan penyiaran. 

(2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana 

dimaksud pada ayar ( 1) huruf a, huruf c, huruf d, merupakan penerimaan 
negara yang di kelola langsung secara transparan untuk membiayai 
Lembaga Penyiaran Publik Lokal RSP Sarolangun sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundeng-undangan yang berlaku. 

Pasal 19 

$UMBER PEMBIAYAAN 

BABX 

(1) Dewan Dircksi wajib melaporkan kegiaten Lembaga Peoyiatan Poblik 
Lokal RS P Saro Ian gun kepada Bupati secara berkala. 

(2) Dalam menjalankan kegiatan Lembaga Penyiarao Publik Lokal RSP 
Sarolangun di awasi oleb Dewan Pengawas. 

Pasal 18 

r. pernberitaan dan siaran infonnasi; 
g. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program; 
h. periklanan dan pemasaran; 
,. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman perilaku 

penyiaran dan setandar program siaran yang di tetapkan olek Komosi 

Penyiaran Indonesia; 
J. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak 

komersil; 
k. turnt memajukan daerah dan mengembaogkan seni budaya 

masyarakat/khalayak di Kabupaten Sarolangun;dan 
l. menjalio komunikasi yang sehat antar masyarakaL 
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NOMOR REGISTRAS! PERATUR~ DAERAH KA.BUPATEN SAROLANGUN 

PROVINS! JAMB!: ( 5 /2017) 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANOUN TAHUN 2017 NOMOR 5 

THABRONI ROZALI 

Diundangkan di Sarolangun 
pada tanggal 18 Desember 2017 

SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, 

ttd 

CE:KENDRA 

ttd 

Ditetapkan di Sarolangun 
pada tanggal 18 Desember 2017 

BUPATI SAROLANGUN, 

Peraturan Oaerah lnl mulai bcrlalru pada tanggal diundangkan. 
Agar seuap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten 

Sarolangun. 

BABXI 

KETENTUAN PE:NUTUP 

Pasal 20 
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Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah 
membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di 
Kabupaten Sarolangun. Penyiaran sebagai penya)ur informasi dan 
pembentuk pendapat umum, perannya malcin sangat strategis, terutama 
dalam mengembangkan aJam demokrasi di oegara kita. Peoyiaran telah 
menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, Jembaga 
penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah 
menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama 

ini menjadi tidak memadai. 

Peran serta masyarakat dalam menyclenggarakan sebagian rugas­ 
tugas umum pemeriotahan, khususnya di bidang penyeleoggaraan 
penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelcnggaraan 
telekomunikasi yang berlaku secara universal. 

Lembaga pcnyiaran publik Lokal mempunyai prinsip: 

a. Siarannya harus mcnjangkau seluruh lapisan masyarakat di 
Kabupaten Sarolangun; 

b. Siarannya harus meocerminkan keragaman yang merefleksikan 
struktur keragamao, realitas sosial, ckonomi, dan budaya masyarakat; 

Perkembangan teknologi komunikasi dan infonnasi telah 
rnelahirkan masyarakat infonnasi yang makin besar tuntutannya akan 
hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi, 
lnformasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah 
menjadi komoditas pcnting daJam kebidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bemegara. 

I. UMUM 

TENTANG 

LEMBAGA PENYIARAN PUBUK LOKAL RADIO SUARA 

PESONA SAROLI\NGUN 

NOMOR 5 TARUN 2017 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 

PENJELASAN 

ATAS 
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Hurufb 

Yang dimaksud dengan "Penasebat" adalah 
unsur dari Pimpinan DPRD Kabupaten 
Sarolangun. 

Cukup jelas. 
Hurufa 

Yang dimaksud dengan "Pelindung" adalah 
Jabatan Bupati Sarolangun. 

Ayat (l) 

CU.lrup jelas, 

Cukup jelas 

Cukup jelas .. 

Ayat (1) 

Yang dimalcsud dengan bersifat •ndak komersil" adalah tidak 
semata-mata memproduksi kegiatan penyiaran radio sesuai 
tuntutan liberalisasi/bersifat bebas dan mengikuti selera 
pasar, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk 
kepentingan masyarakat. 

Ayat {2) 
Cukupjelas 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Pasal 5 

Pasal 4 

Pasal 3 

Pasal 2 

Pasal 1 

u. PASAL Of.Ml PASAL 

c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional dan 

daerah; 

d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi. 
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CukuP jelas. 
Pasal 12 

CukuP jclas. 
Pasal 11 

Cukup jelas. 
Pasal 10 

Hurufc 
Cu)rupjelas 

Hurufd 
CukupjelaS 

Ayal (2) 
Cu)rupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat \4) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
Cukupjelas 

Ayat (6) 
CUkUpjelas 

Ayat (7) 
Cu)rupjelas 

Ayal (8) 
CUkupjelas 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 



17 

TAMBAHAN i.,EMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2017 
NOMORS 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cuku p jelas. 

Pasal 16 
Cukupjelas 

Pasal 17 

Cukup jelas, 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
CukupJelas 


